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PROYEK EMBUNG GIRITIRTO KEBUMEN SENILAI RP 2,42 MILIAR, 
TERANCAM MANGKRAK 

 
Sumber Gambar:  

https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/01/Embung-jpg.webp 
 
Isi Berita:   
SERAYUNEWS – Belakangan ini, masyarakat di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa 
Tengah sedang ramai membahas pembangunan suatu proyek Embung Giritirto di 
daerahnya. 
Tak hanya menjadi perhatian warga lokal saja, tetapi juga jadi sorotan publik luar 
Kebumen. Pasalnya, proyek yang berada di Dusun Era, Desa Giritirto, Kecamatan 
Karanggayam ini menelan anggaran senilai Rp2,42 miliar. 
Meskipun sudah ada proses pengerjaan dan pembangunan pertama kali pada tahun 2018 
silam, namun nampaknya embung tersebut kembali terancam mangkrak. Sehingga, para 
petani khususnya tidak dapat memanfaatkannya untuk pertanian. 
Sebagai informasi dari catatan BPK Jateng, Embung sendiri merupakan bangunan yang 
berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan. Lalu, jadi persediaan 
di musim kering atau kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk 
pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat. 
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Joni Hernawan menyampaikan bahwa pengerjaan proyek 
Embung Giritirto pertama kali 6 tahun lalu. Namun, waktu itu gagal karena pihak penyedia 
jasa merasa tidak sanggup. 
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Kemudian, satu tahun setelahnya yaitu 2019, pembangunan Embung Giritirto direncanakan 
kembali, 2020 dianggarkan dan 2021 dilaksanakan pembangunan dengan pagu anggaran 
APBD sebesar Rp 2,5 miliar. 
Dari anggaran tersebut, hasil lelang terpilih CV Assa Engineering dengan nilai kontrak 
sebesar Rp2,42 miliar. Penyedia jasa tersebut berbeda dengan yang mengerjakan tahun 
2018. 
Masuk Rencana Dinas Terkait 
Saat ini, Embung seluas 1 hektare sudah rusak dan terbengkalai. Pagar beton yang 
melingkari embung serta lantai beton bagian depan rusak dan ambles. Sejatinya, Embung 
Giritirto yang di harapkan bisa mencukupi kebutuhan air rumah tangga dan pengairan 
pertanian warga desa di perbukitan Kebumen utara itu tak berfungsi.Sementara itu, 
Embung Giritirto sudah masuk rencana dinas terkait. Sebut saja Dinas Pekerjaan Umum 
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Dinas Pekerjaan 
Umum & Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. 
 
Sumber Berita: 
1. https://www.serayunews.com/proyek-embung-giritirto-kebumen-senilai-rp-242-miliar-

terancam-mangkrak, “Proyek Embung Giritirto Kebumen Senilai Rp 2,42 Miliar, 
Terancam Mangkrak”, tanggal 21 Januari 2024. 

2. https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7144957/embung-giritirto-kebumen-mangkrak-
warga-merasa-dirugikan, “Embung Giritirto Kebumen Mangkrak, Warga Merasa 
Dirugikan”, tanggal 16 Januari 2024. 

 
Catatan : 
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 
1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah 

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 
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2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a) Belanja Daerah; dan 
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 
ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 
lain b. belanja modal. 

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 
ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
Lampiran 
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal 
dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.  

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa 
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai 
dengan serah terima hasil pekerjaan.1 

 
1  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021, Pasal 1 angka 1 
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• Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat 
dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, 
lokasi, dan Penyedia.2  

• Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3 Penyedia bertanggung jawab 
atas:4 
a. Pelaksanaan kontak; 
b. Kualitas barang/jasa; 
c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 
d. Ketepatan waktu penyerahan; dan 
e. Ketepatan tempat penyerahan. 

• Dalam hal Penyedia:5 
a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaiakan pekerjaan, atau tidak 

melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 
b. Menyebabkan kegagalan bangunan; 
c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 
d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan 

hasil audit; 
e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan 

hasil audit; atau 
f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak 
Penyedia dikenai sanksi adminsitratif. 

• Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa 
keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta 
kekayaan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu 
diperhatikan agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang optimal. Definisi tentang 
Keuangan Negara tidak hanya mencakup hak namun termasuk juga seluruh kewajiban 
negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang maupun barang. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

 
2 Ibid, Pasal 4 perubahan 
3 Ibid, Pasal 17 ayat (1) 
4 Ibid, Pasal 17 ayat (2) 
5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3) 
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27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah 
(BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.6 

• Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi 
bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan 
oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang 
sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan 
dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan 
akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.7 

• Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan 
otonomi daerah, masing–masing daerah diberikan kesempatan dalam mengelola, 
mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai potensi dan kebutuhan yang ada. 
Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait penyediaan BMD yang 
digunakan untuk pelaksanaan tusi maupun pelayanan kepada masyarakat.8 

• Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan dalam rangka 
menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat 
memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah 
(PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik 
serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu 
sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.9 

 
 
 
 
 

 
6 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-
Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html 
7 Ibid 
8 Ibid 
9 Ibid 
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• Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa BMD yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah 
daerah. Pengelolaan aset yang dilakukan dengan kurang bijaksana dapat menimbulkan 
inefisiensi dimana beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset akan 
lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), 
pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi 
utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaaan/pemanfaatan secara efisien dan 
efektif, dan pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila 
pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat.10 

 
 

 
Catatan Akhir : 
• Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim 

hujan dan dijadika persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya 
adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat.11 

• Embung mempunyai beberapa bagaian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat 
digunakan sesuai denga apa yang direncanakan, diantaranya adalah :12 
1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat diatahan di hulunya 
2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air. 
3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatnya. 
4. Pelimpah berfungsi menglirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung 

dari  luapan air. 
 
 
 
Disclaimer : 
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun 
pendapat suatu instansi 

 
10 Ibid 
11 Dheny Bastian, “Pengertian Embung”, diakses dari : https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian- 
embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung 
%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend,    pada    
tanggal 24 Agustus 2023, pukul 11:03 
12 Ibid 

http://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-
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